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ABSTRACT  

 The background of this research is imlementation of elementary school student 

enrollment at elementary school number 80 Prabumulih’s and YPS number 2 elementary 

school Prabuulih’s. That isn’t done yet according to the rules Education and Culture 

Minister policcy No. 17, 2017. The purpose of this research to known implementation of 

Education and Culture Minister Indonesian Republic Policy no 17,2017 at elementary 

school number 80 and YPS number 2 elemnetary school Prabumulih’s. This research has 

two kind of data such as primary data and secondary data. Data collection technique of 

this research used an interview, observation, and documentation. For quantify successful, 

this research used Van Horn and Van Meter Theory. The result of the elementary student 

enrollment implementation that used Education and Culture Minister Policy Indonesian 

Republic number 17,2017 is the school kept accepted a student whose not appropriate by 

student age minimun rules, over maximun quote of new student, and not implemented yet 

zoning system. Then education authorities have to more active to socialize elementary 

school enrollment rules in Prabumulih city to developed the implementation of elementary 

school enrollmen in Prabumulih city suitable as education and culture minister rules 

number 17,2017. 

Keywords : Student, elementary schools, enrollment, policy, implementation 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini di latarbelakangi oleh implementasi penerimaan siswa baru tingkat 

sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 80 dan Sekolah Dasar YPS 2 Prabumulih, belum 

terlaksana sesuai dengan aturan yang tertera dalam Kebijakan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan no 17 tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia no 17 

tahun 2017 di SDN 80 da SD YPS 2 Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sedangkan 

untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dalam mengukur keberhasilan dalam penelitian ini menggunakan teori Van 

Horn dan Van Meter. Hasil dari penelitian implementasi penerimaan siswsa baru tingkat 

sekolah dasar menggunakan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan republik 

Indonesia no 17 tahun 2017 belum ter implementasi sesuai dengan aturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia no 17 tahun 2017 Republik Indonesia antara lain, 

masih adanya sekolah yang menerima murid tidak sesuai dengan ketentuan umur minimun 

calon pesera didik, jumlah robongan belajar yang melebihi kuota maksimal setiap sekolah 

dan sistem zonasi yang belum terlaksana. Selanjutnya Dinas Pendidikan harus lebih aktif 

dalam mensosialisasikan pertaturan tentang penerimaan siswa baru ke sekolah dasar di 

kota Prabumulih dan koordinasi antar sekolah dasar dan dinas pendidikan kota Prabumulih 

lebih ditingkatka lagi agar implementasi penerimaan siswa baru disekolah dasar kota 

prabumulih dapat sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 

tahun 2017. 

Kata Kunci : Siswa, sekolah dasar, penerimaan, kebijakan, implementasi.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Pendidikan merupakan akar dari pembangunan kualitas sumber daya manusia. 

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu mempunyai layanan pendidikan 

yang baik. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan layanan pendidikan yang 

baik guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Kemudian, sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal bertugas untuk menerapkan sebuah layanan 

pendidikan yang bermutu. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 

pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap warga negara tanpa diskriminasi. Layanan pendidikan yang berorientasi pada 

kepuasan peserta didik. 

      Salah satu layanan pendidikan adalah layanan penerimaan peserta didik. Layanan 

penerimaan peserta didik sebagai permulaan dalam pelayanan di suatu lembaga pendidikan 

sebagai layanan di luar bidang akademik. Penerimaan peserta didik baru merupakan 

program rutin setiap tahun semua sekolah. Setiap tahun ajaran baru semua sekolah 

membuka pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB). Penerimaan peserta didik termasuk 

suatu kegiatan penting dalam manajemen peserta didik. Kegiatan ini akan menentukan 

calon peserta didik yang berhak diterima oleh sekolah. Dalam kegiatan ini sekolah juga 

bisa menentukan kualitas peserta didik yang diterima. Panitia PSB akan melakukan 

berbagai cara untuk mempromosikan sekolah agar banyak diminati oleh calon peserta 

didik baru. 

      Selain kemampuan intelektual, kesiapan mental anak juga harus dipertimbangkan 

dalam aktivitas kegiatan belajar di SD. Itu yang menjadi dasar pertimbangan peraturan 7 



2 
 

 

      tahun masuk SD. Banyak orang tua yang protes pada Panitia Penerimaan Siswa Baru 

karena anaknya tidak bisa diterima di SD dengan alasan usia kurang dari 7 tahun. Karena 

orang tua merasa anaknya sudah mampu baca tulis dan berhitung. Tetapi pada usia ini anak 

belum siap secara psikologi. Pada usia 5-6 tahun masih dalam tahap mengembangkan 

keterampilan sosial dan motorik atau gerak. Sedangkan untuk mulai belajar di kelas 1 SD 

anak harus sudah bisa serius mengikuti pelajaran dalam waktu yang cukup lama dan dalam 

ruang yang terbatas.  

      Di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17 tahun 

2017 telah di atur umur minimum yang para peserta didik yang akan ikut pelaksanaan 

penerimaan siswa SD di Kota Prabumulih  

Pasal 5 menyatakan : 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat: 

1. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta 

didik; dan 

2. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 

tahun berjalan. 

      Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat 

istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog 

profesional. 

      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17  juga 

mengatur jumlah rombangan berlajar di setiap kelas yang telah tertera di pasal 24 a 

menyatakan  bahwa jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur dengan aturan 

SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 

28 (dua puluh delapan) peserta didik. 
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      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17  Tahun 

2017 tersebut, kepala dinas pendidikan pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan SK tentang 

petunjuk penerimaan siswa baru (PSB) tingkat SD/MI Kota Prabumulih tahun pelajaran 

2017/2018. Berikut pelaksaan penerimaan siswa baru tingkat SD/MI berdasarkan SK kepala 

dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih : 

1. Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni s.d 23 Juni 2017 

2. Jumlah siswa perkelas maksimal 28 orang berdasarkan Permendikbud No. 17 tahun 

2017 Bab V Pasal 24 poin a sebegai berikut : Jumlah peserta didik dalam setiap 

rombongan belajar untuk SD/MI paling sedikit 20 orang dan paling banyak 28 orang. 

3. Usia siswa berdasarkan permendikbud No. 17 tahun 2017 pasal 5 ayat (1) sebagai 

berikut : 

a. Telah berusia 7 tahun wajib diterima sebagai peserta didik  

b. Calon peserta didik paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan 

4. Jika sekolah menerima lebih dari 1 rombel maka jumlah siswa pada rombel berikut 

harus mempertimbangkan jumlah siswa sesuai point 2 diatas dan point 5 dibawah ini. 

5. Jumlah siswa pada rombel berikutnya minimal 20 orang. 

6. Jumlah siswa yang diterima harus sesuai dengan keadaan ruang kelas yang tersedia. 

7. Penerimaan siswa baru dilarang melakukan seleksi/tes atau bentuk lain yang sejenis. 

8. Penerimaan siswa baru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. 

9. Pelaksaan PSB pada sekolah berkomplek diharapkan agar saling berkoordinasi. 

      Pada saat pelaksaanya masih banyak SD dan MI di Kota Prabumulih yang menerima 

siswa dibawah di bawah 6 tahun per 1 juli 2017 . berikut data jumlah siswa yang diterima di 

SD dan MI yang tidak sesuai dengan point No. 3 dalam SK Kepala Dinas Kota Prabumulih :  

Tabel 1 

Rekapitulasi Laporan Jumlah Siswa yang di terima pada tahun Ajaran 2017/2018 

NO Jenis Kelamin JUMLAH 

1. laki-laki 1811 

2. Perempuan 1772 

       Jumlah 3583 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, 2018 

Table 1 merupakan jumlah keseluruhan siswa yang di terima di SD-SD yang berada di Kota 

Prabumulih pada tahun ajaran 2017/2018  

Tabel 2 

Rekapitulasi Laporan Jumlah Siswa yang Masih Berumur dibawah 6 Tahun per 1 juli 2017 

 

NO Jenis Kelamin JUMLAH 

1. laki-laki 480 

2. Perempuan 486 
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       Jumlah 966 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, 2018 

      SK kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih menjelaskan pada point 

tiga bahwa siswa yang berumur kurang dari 6 tahun per juli 2017 tidak dapat mengikuti 

penerimaan perserta didik baru tingkat sekolah dasar di SD-SD yang berada di kota 

prabumulih. Table 2 menjelaskan bahwa masih banyak SD- SD di Kota Prabumulih yang 

menerima murid kurang dari 6 tahun dan tidak sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17  tahun 2017 ayat 5 dan ayat 6 

Table 3 

Perbadingan jumlah murid dan jumlah siswa yang di terima di SDN 80 dan SD YPS 2 Kota 

Prabumuli 

 SD Negeri 80 SD YPS 2 

Dasar hukum penerimaan 

siswa baru 

PERMENDIKBUD No 17 Tahun 2017 

 

Jumlah murid yang di 

terima 

60 siswa 61 siswa 

Jumlah ruangan belajar 2 kelas 2 kelas 

Jumlah murid kelas 1 per 

kelas 

29-30 siswa / kelas 30-31 siswa  / kelas 

Sumber : Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, 2018 

      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17   pasal 26  

yang menjelaskan apabila suatu sekolah memiliki jumlah murit yang mempunyai lebih dari 

jumlah maksimal rombongan belajar dapat membuka ruang kelas baru namun di  SD YPS 2 

jumlah murid di dalam kelas tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam 

PERMENDIKBUD pasal 26  . Kekurangan jumlah ruangan belajar dan banyak minat orang 

tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta menjadi faktor yang menyebabkan 

tidak sesuainya jumlah murid dan jumlah ruang kelas di sekolah tersebut. 

      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17  tahun 2017 

juga telah mengatur bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sanksi bagi 

sekolah – sekolah yang melanggar aturan tersebut berupa teguran tertulis, penundaan atau 

pengurangan hak, pembebasan tugas; dan/atau, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. 
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih selaku pengawas pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru di Kota Prabumulih tidak ada tanggapan dan teguguran kepada 

SD-SD yang melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

nomor 17   tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dirumuskan Bagaimana implementasi 

kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan Repulik Indonesia no 17 tahun 2017 di SDN 

80 dan SD YPS 2  Kota Prabumulih ? 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan Repulik Indonesia 

no 17 tahun 2017 di SDN 80 dan SD YPS 2  Kota Prabumulih.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

      Hasil penelitian diharapkan bisa sumbangsi konsep implementasi kebijakan publik  

di bidang pendidikan 

2. Manfaat Praktis  

      Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah Kota Prabumulih dalam 

menerapkan dan menentukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat 

sekolah dasar. 
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